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BAB IV 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

a 	 Prinsip tanggungjawab pengangkut yang dianut dalarn Ordonansi Pengangkutan 

Udara, Stb.1939w no.l00 adalah sarna dengan prinsip yang dianut dalarn Konvensi 

Warsawa 1929, kecuali dalam satu hal yaitu tanggungjawab untuk kerugian yang· 

ditimbulkan karena kelambatan. Prinsip yang dianut dalam Ordonansi 

Pengangkutan Udara, Stb 1939 - nO.l00 yaitu prinsip presumption of liability 

dan prinsip presumption of non liability yang dikombinasikan dengan prinsip 

limitation of liabilUy.Dalam Undang-Undang Nomor 15 talmn 1992 tentang 

Penerbangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan 

Udara, sudah tidak menggunakan prinsip presumption of liability tetapi 

menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak untuk penumpang dan kargo. 

sedangkan untuk kelambatan menggunakan prinsip tanggung jawab atas dasar 

kesalahan. 

b. 	 Penerapan prinsip presumption of liability mengandung beberapa kebaikan dan 

kelemahan, penerapan prinsip presumption of liability dilakukan secara sepihak 

terganbmg kepentingan pihak pengangkut maupun pihak penumpang maupun 

pengirim barang selaku penggunajasa 3ngkutan. 

so 
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z. SARAN 

a. 	Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 tabun 1992 tentang Penerbangan jo. 

Perahu"an Pemerintall Nomor 40 tabun 1995, pel1lsallaan penerbangan selaku 

pengangkut seharusnya tidak dapat lagi mencantumkan klausul yang 

membebaskan tanggungjawab dalant hal terjadi keterlambBtan. 

b. 	 Dalam hal terjadi keterlambatan prinsip tanggung jawab yang dipergunakan 

sebaiknya adalah prinsip presumption of liability dan bukan prinsip atas dasar 

kesalahan dari pengangkut karena penumpang atau pengguna jasa angkutan akan 

kesulitan untuk membuktikan kesalahan pengangkul 
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